BUPATI SAROLANGUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG

PEMBENTUKAN DESA GURUN BARU, DESA KUTE JAYE, DESA MANDIANGIN
PASAR, DESA SUNGAI ROTAN, DESA SUKA MAJU, DESA JERNANG BARU,
DESA MERANTI JAYA DAN DESA JATI BARU MUDO KECAMATAN MANDIANGIN,
DESA BUKIT TALANG MAS, DESA BUKIT BUMI RAYA,DESA ARGO SARI
- DAN DESA SENDANG SARI KECAMATAN SINGKUT, DESA TEMALANG
KECAMATAN LIMUN, DESA BUKIT BERANTAI KECAMATAN BATANG ASAI
DAN DESA SUNGAI KERAMAT KECAMATAN CERMIN NAN GEDANG

Menimbang :

Mengingat

) DALAM KABUPATEN SAROLANGUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROGLANGUN,

bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan Kabupaten
Sarolangun serta adanya aspirasi yang berkembang dalam
magyarakat, periu dilakukan peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan public
guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat:

bahwa dengan memperhatikan kondisi geografis, kemampuan
ckonomis, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan
pertimbangan aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan,
dan kedmananserta dengan meningkatkanbeban tugas dan
volume kerja dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan di kabupaten Sarolangun, perlu dilakukan
pembentukan desa baru di beberapa wilayah kecamatan dalam
Kabupaten Sarolangun;

bahwa pgmbentukan beberapa desa sebagaimana dimaksud pada
huruf b telah memenuhi persyaratan schagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan
Status Desa menjadi Kelurzhan:

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, buruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pembentukan Des: Gurun Baru, Desa Kute Jaye,
Desa Mandiangin Pasar, Desa Sungai Rotan, Desa Suka Maju,
Desa Jernang Baru, Desa Merinti Jaya dan Desa Jati Baru
Mudo Kecamatan Mandiangin, [icsa Buldt Talang Mas, Desa
Bukit Bumi Raya, Desa Argo wi  dan Desa Sendang Sari
Kecamatan Singkut, Desa Temalsng Kecamatan Limun, Desa
Bukit Berantai Kecamatan Bating Asai  dan Desa Sungai
Keramal Kecamatan Cermin Nio Gedang Dalam Kabupaten
sarcolangun;

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;



2.

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nemor 14 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Sarclangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437} sebagaimana lelah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemeriniah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587):

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

Menetapkan -

dan
BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN :

PEMBENTUKAN DESA GURUN BARU, DESA KUTE JAYE, DESA
MANDIANGIN PASAR, DESA SUNGAI ROTAN, DESA SUKA
MAJU, DESA JERNANG BARU, DESA MERANTI JAYA DAN
DESA JATI BARU MUDO KECAMATAN MANDIANGIN, DESA
BUKIT TALANG MAS, DESA BUKIT BUMI RAYA, DESA ARGO
SARI DAN DESA SENDANG SARI KECAMATAN SINGKUT, DESA
TEMALANG KECAMATAN LIMUN, DESA BUKIT BERANTAI
KECAMATAN BATANG ASAI DAN DESA SUNGAI KERAMAT
KECAMATAN CERMIN NAN GEDANG DALAM KABUPATEN
SAROLANGUN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
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. Bupati adalah Bupati Sarolangun.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan
Legislatif Daerah Kabupaten Sarolangun.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mepgurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut BPD adalah suatu Lembaga
yvang ada di desa yang keanggotaannya ditetapkan berdasarkan perwakilan
wilayah yang ada di desa bersangkutan.

Pembentukan Desa adalah Penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang
bersanding, atau Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, dan
Pembentukan desa diluar desa yang telah ada.

Pemekaran Desa adalah tindakan mengadakan desa baru didalam wilayah desa
vang telah ada.

BAB 11
PEMBENTUKAN DESA BARU

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Gurun Baru, Desa Kute Jaye, Desa
Mandiangin Pasar, Desa Sungai Rotan, Desa Suka Maju, Desa Jernang Baru,
Desa Meranti Jaya dan Desa Jati Baru Mudo Kecamatan Mandiangin, Desa
Bukit Talang Mas, Desa Bukit Bumi Raya, Desa Argo Sari dan Desa Sendang
Sari Kecamatan Singkut, Desa Temalang Kecamatan Limun, Desa Bukit Berantai
Kecamatan Batang Asai dan Desa Sungai Keramat Kecamatan Cermin Nan
Gedang Dalam Kabupaten Sarolangun.

BAB llI
CAKUPAN DAN BATAS WILAYAH
Bagian Kesatu
Desa Gurun Baru
Pasal 3

Desa Gurun Baru dengan Jumlah Penduduk 826 Jiwa atau 246 KK adalah
berasal dari sebagian penduduk desa Gurun Mudo yang cakupan wilayahnya
terdiri atas :

- Dusun Sikamis;

Desa Gurun Baru mempunyai batas-batas :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Gurun Mudo;
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Gurun Tuo Simpang;
¢. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Gurun Tuo;
d. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Pemusiran.

Cakupan dan batas wilayah Desa Gurun Baru digambarkan dalam peta
sebagaimana tercantum dalam lampiran | yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Desa Gurun Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
wilayah Desa Gurun Mudo dikurangi wilayah Desa Gurun Baru sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3.



Pasal 5

Penegasan batas wilayah Desa Gurun Baru secara pasti di lapangan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ditetapkan olch Bupati paling lama 1 (satu) tahun
sejak diresmikannya Desa Gurun Bara.

Bagian Kedua
Desa Kute Jaye

Pasal 6

(1) Desa Kute Jaye dengan Jumlah Penduduk 1.032 Jiwa atau 254 KK adalah
berasal dari scbagian penduduk Desa Mandiangin yvang cakupan wilayahnya
terdiri atas :

- Dusun Kute Jaye,

(2) Desa Kute Jaye mempunyai batas-batas :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Taman Dewas:
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Mandiangin Pasar;
c. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Sungai Batang Tembesi:
d. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Desa Taman Dewa dan Desa

Mandiangin Pasar.

(3) Cakupan dan batas wilayah Desa Kute Jaye digambarkan dalam peta
sebagaimana tercantum dalam lampiran | yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Dengan terbentuknya Desa Kute Jaye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
wilayah Desa Mandiangin dikurangi wilayah Desa Kute Jaye sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 8

Penegasan batas wilayah Desa Kute Jaye secara pasti di lapangan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ditetapkan oleh Bupati paling lama 1 (satu) tahun
sejak diresmikannya Desa Kute Jaye.

Bagian Ketiga
Desa Mandiangin Pasar

Pasal 9

(1) Desa Mandiangin Pasar dengan Jumlah Penduduk 1.294 Jiwa atau 337 KK
adalah berasal dari sebagian penduduk Desa Mandiangin yang cakupan
wilayahnya terdiri atas :

- Dusun Mandiangin Pasar.

{2) Desa Mandiangin Pasar mempunyai batas-batas :
a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Mandiangin;
b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Mandiangin;
c. Sebelah Barat berbatas dengan Batang Tembesi;
d. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Kute Jaye.

(3) Cakupan dan batas wilayah Desa Mandiangin Pasar digambarkan dalam peta
sebagaimana tercantum dalam lampiran | yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Dengan terbentuknya Desa Mandiangin Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9, wilayah Desa Mandiangin dikurangi wilayah Desa Mandiangin Pasar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.



Pasal 11

Penegasan batas wilayah Desa Mandiangin Pasar secara pasti di lapangan,
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ditetapkan oleh Bupati paling lama
1 (satu) tahun sejak diresmikannya Desa Mandiangin Pasar.

Bagian Keempat
Desa Sungai Rotan

Pasal 12

(1) Desa Sungai Rotan dengan Jumlah Penduduk 644 Jiwa atau 251 KK adalah
berasal dari scbagian penduduk Desa Muaro Ketalo yang cakupan wilayahnya
terdiri atas :

- Dusun Sungai Rotan.

(2) Desa Sungai Rotan mempunyai batas-batas :
a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Jelutih Kecamatan Batin XXV
Kabupalen Batang Hari;
b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Muara Ketalo dan Desa Kertopati;
€. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Mandiangin Tuo dan Kecamatan Pauh:
d. Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Tembesi.

(3) Cakupan dan batas wilayah Desa Sungai Rotan digambarkan dalam peta
scbagaimana tercantum dalam lampiran | yang merupakan bagian vang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Dengan terbentuknya Desa Sungai Rotan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,
wilayah Desa Muaro Ketalo dikurangi wilayah Desa Sungai Rotan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 14

Penegasan batas wilayah Desa Sungai Rotan secara pasti di lapangan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2}, ditetapkan oleh Bupati paling lama 1 (satu)
tahun sejak diresmikannya Desa Sungai Rotan.

Bagian Kelima
Desa Suka Maju
Pasal 15

(1) Desa Suka Maju dengan Jumlah Penduduk 1.008 Jiwa atau 283 KK adalah
berasal dari scbagian penduduk Desa Butang Baru yang cakupan wilayahnya
terdiri atas :

a. Dusun Rembung Jaya;
b. Dusun Pasir Putih;
c. Dusun Plamboyan.

{2) Desa Suka Maju mempunyai batas-batas :
a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Meranti Baru
b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Sungai Butang
¢. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Guruh Baru
d. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Jati Baru.

(3) Cakupan dan batas wilayah Desa Suka Maju digambarkan dalam peta
sebagaimana tercantum dalam lampiran [ yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.



Pasal 16

Dengan terbentuknya Desa Suka Maju scbagaimana dimaksud dalam Pasal 15,
wilayah Desa Butang Baru dikurangi wilayah Desa Suka Maju sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 17

Penegasan batas wilayah Desa Suka Maju secara pasti di lapangan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), ditetapkan oleh Bupati paling lama 1 (satu)
tahun sejak diresmikannya Desa Suka Maju.

Bagian Keenam
Desa Jernang Baru
Pasal 18

(1) Desa Jernang Baru dengan Jumlah Penduduk 835 Jiwa atau 231 KK adalah
berasal dari sebagian penduduk Desa Meranti Baru yang cakupan wilayahnya
terdiri atas :

- Dusun Enam Jernang Baru.

(2) Desa Jernang Baru mempunyai batas-batas :
a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Bulian Baru, Kabupaten Batang Hari
b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Batang Hari
c. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Meranti Baru
d. Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Batang Hari

(3) Cakupan dan batas wilayah Desa Jemang Baru digambarkan dalam peta
sebagaumana tercantum dalam lampiran [ yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Dacrah ini.

Pasal 19

Dengan terbentuknya Desa Jernang Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18,
wilayah Desa Meranti Baru dikurangi wilayah Desa Jerang Baru sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19,

Pasal 20

Penegasan batas wilayah Desa Jernang Baru secara pasti di lapangan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ditetapkan oleh Bupati paling lama 1 (satu)
tahun sejak diresmikannya Desa Jernang Baru.
Bagian Ketujuh
Desa Meranti Jaya
Pasal 21

(1) Desa Meranti Jaya dengan Jumlah Penduduk 1.007 Jiwa atau 265 KK adalah
berasal dari scbagian penduduk Desa Meranti Baru yang cakupan wilayahnya
terdiri atas :

a. Dusun Tiga;
b. Dusun Empat;
¢. Dusun Lima;

(2) Desa Meranti Jaya mempunyai batas-batas -
a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Bulian Baru, Kabupaten Batang Hari
b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Meranti Baru
¢. Sebelah Barat berbatas dengan Durian Luncuk Kabupaten Batang Hari
d. Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Batang Hari

(3) Cakupan dan batas wilayah Desa Meranti Jaya digambarkan dalam peta

scbagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Pasal 22

Dengan terbentuknya Desa Meranti Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,
wilayah Desa Meranti Baru dikurangi wilayah Desa Meranti Jaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22,

Pasal 23

Penegasan batas wilayah Desa Meranti Jaya secara pasti di lapangan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), ditetapkan oleh Bupati paling lama 1 (satu)
tahun sejak diresmikannya Desa Meranti Jaya.

Bagian Kedelapan
Desa Jati Baru Mudo

Pasal 24

(1) Desa Jati Baru Mudo dengan Jumlah Penduduk 693 Jiwa atau 203 KK adalah
berasal dari scbagian penduduk Desa Jati Baru yang cakupan wilayahnya terdiri
atas :

a. Dusun Tiga:
b. Dusun Empat;

¢. Dusun Lima.

(2) Desa Jati Baru Mudo mempunyai batas-batas -

Sebelah Utara berbatas dengan Desa Jati Baru;

Scbelah Selatan berbatas dengan Desa Butang Baru;

Sebelah Barat berbatas dengan Desa Butang Baru;

Sebelah Timur berbatas dengan Desa Sungai Butang, Desa Butang Baru dan
Kabupaten Batang Hari.

(3) Cakupan dan batas wilayah Desa Jati Baru Mudo digambarkan dalam peta
scbagaimana tercantum dalam lampiran | yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Dengan terbentuknya Desa Jati Baru Mudo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,
wilayah Desa Jati Baru dikurangi wilayah Desa Jati Baru Mudo sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25.
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Pasal 26

Penegasan batas wilayah Desa Jati Baru Mudo secara pasti di lapangan,
schagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), ditetapkan oleh Bupati paling lama
1 (satu} tahun sejak diresmikannya Desa Jati Baru Mudo.

Bagian Kesembilan
Desa Bukit Talang Mas

Pasal 27

(1) Desa Bukit Talang Mas dengan Jumlah Penduduk 396 Jiwa atau 1.450 KK
adalah berasal dari sebagian penduduk Desa Bukit Murau yang cakupan
wilayahnya terdiri atas :

a. Dusun Kerta Mukti;
b. Dusun Dulang Mas.
(2] Desa Bukit Talang Mas mempunyai batas-batas :
a. Secbelah Utara berbatas dengan Desa Muara Limun;
b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Bukit Bumi Raya;
c. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Tanjung Raden:
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bukit Murau,



[3) Cakupan dan batas wilayah Desa Bukit Talang Mas digambarkan dalam peta
sebagaimana tercantum dalam lampiran | yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pazal 28

Dengan terbentuknya Desa Bukit Talang Mas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27, wilayah Desa Bukit Murau dikurangi wilayah Desa Bukit Talang Mas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 29

Penegasan batas wilayah Desa Bukit Talang Mas secara pasti di lapangan,
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), ditetapkan oleh Bupati paling lama
1 (satu) tahun sejak diresmikannya Desa Bukit Talang Mas.

Bagian Kesepuluh
Desa Bukit Bumi Raya
Pasal 30

(1) Desa Bukit Bumi Raya dengan Jumlah Penduduk 469 Jiwa atau 1.749 KK
adalah berasal dari sebagian penduduk Desa Bulkit Murau yvang cakupan
wilayahnya terdiri atas :

a. Dusun Bangun Rejo;
b. Dusun Kali Bening.

(2) Desa Bukit Bumi Raya mempunvai batas-batas :
a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Bukit Murau dan Desa Bukit Talang
Mas;
b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Suka Damai:
¢. Scbelah Barat berbatas dengan Desa Tanjung Raden I:
a. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Perdamaian dan Kelurahan Sungai
Benteng.

(3) Cakupan dan batas wilayah Desa Bukit Bumi Raya digambarkan dalam peta
sebagaimana tercantum dalam lampiran | yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Dengan terbentuknya Desa Bukit Bumi Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30, wilayah Desa Bukit Murau dikurangi wilayah Desa Bukit Bumi Raya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 32

Penegasan batas wilayah Desa Bukit Bumi Raya secara pasti di lapangan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), ditetapkan oleh Bupati paling lama
1 (satu) tahun sejak diresmikannya Desa Bukit Bumi Raya.

Bagian Kesebelas
Desa Argo San

Pasal 33

(1) Desa Argo Sari dengan Jumlah Penduduk 301 Jiwa atau 1.063 KK adalah
berasal dari sebagian penduduk Desa Perdamaian yang cakupan wilayahnya
terdiri atas :

- Dusun Argo Sari.
(2) Desa Argo Sari mempunyai batas-batas :
a. Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Sungai Benteng:
b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Perdamaian;
c. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Bukit Murau:
d. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Sungai Gedang,



(3) Cakupan dan batas wilayah Desa Arpo Sari digambarkan dalam peta
sebagaimana tercantum dalam lampiran [ yang merupakan bagian vang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Danan terbentuknya Desa Argo Sari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33,
wilayah Desa Perdamaian dikurangi wilayah Desa Argo Sari sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34.

Pasal 35

Penegasan batas wilayah Desa Argo Sari secara past di lapangan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), ditetapkan oleh Bupati paling lama 1 (satu)
tahun sejak diresmikannya Desa Argo Sari.

Bagian Kedua Belas
Desa Sendang Sari
Pasal 36

(1) Desa Sendang Sari dengan Jumlah Penduduk 350 Jiwa atau 1.150 KK adalah
berasal dari sebagian penduduk Desa Perdamaian yang cakupan wilayahnya
terdiri atas :

- Dusun Sendang Sari.
(2) Desa Sendang Sari mempunyai batas-batas ;
a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Perdamaian;
b. Sebelah Sclatan berbatas dengan Desa Sungai Baung & Desa Payo Lebar Kec.

Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas;

Sebelah Barat berbatas dengan Desa Suka Damai;

. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Simpang Nibung.

(3) Cakupan dan batas wilayah Desa Sendang Sari digambarkan dalam peta
sebagaimana tercantum dalam lampiran | yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Dengan terbentuknya Desa Sendang Sari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36,
wilayah Desa Perdamaian dikurangi wilayah Desa Sendang Sari sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37.
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Pasal 38

Penegasan batas wilayah Desa Sendang Sari secara pasti di lapangan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), ditetapkan oleh Bupati paling lama 1 (satu)
tahun sejak diresmikannya Desa Sendang Sari.

Bagian Ketiga Belas
Desa Temalang
Pasal 39

(1) Desa Temalang dengan Jumlah Penduduk 201 Jiwa atau 1.002 KK adalah
berasal dari sebagian penduduk Desa Lubuk Bedorong wang cakupan
wilayahnya terdiri atas :

- Dusun Temalang.
{2) Desa Temalang mempunyai batas-batas :
a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Mersip;
b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Lubuk Bedorong;
¢. Sebelah Barat berbatas dengan Desa meribung;
d. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Berkun;



(3) Cakupan dan batas wilayah Desa Temalang digambarkan dalam peta
sebagaimana tercantum dalam lH.I]l]JI.TE.n | yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Dengan terbentuknya Desa Temalang scbagaimana dimaksud dalam Pasal 39,
wilayah Desa Lubuk Bedorong dikurangi wilayah Desa Temalang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40.

Pasal 41

Penegasan batas wilayah Desa Temalang secara pasti di lapangan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), ditetapkan oleh Bupati paling lama 1 (satu)
tahun sejak diresmikannya Desa Temalang,

Bagian Keempat Belas
Desa Bukit Berantai
Pasal 42

(1) Desa Bukit Berantai dengan Jumlah Penduduk 237 Jiwa atau 2.011 KK adalah
berasal dari sebagian penduduk Desa Simpang Narso yang cakupan wilayahnya
terdiri atas :

- Dusun Narso Kecil.

(2) Desa Bukit Berantai mempunyai batas-batas :
a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Simpang Narso;
b. Secbelah Selatan berbatas dengan Sungai Keradak;
c. Sebelah Barat berbatas dengan Provinsi Bengkuhu;
d. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Simpang Narso.

(3) Cakupan dan batas wilayah Desa Bukit Berantai digambarkan dalam peta
sebagaimana tercantum dalam lampiran | vang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Dengan terbentuknya Desa Bukit Berantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42,
wilayah Desa Simpang Narso dikurangi wilayah Desa Bukit Berantau sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43,

Pasal 44

Penegasan batas wilayah Desa Bukit Berantai sccara pasti di lapangan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), ditetapkan oleh Bupati paling lama
1 (satu) tahun sejak diresmikannya Desa Bukit Berantai.

Bagian Kelima Belas
Desa Sungai Keramat
Pasal 45

(1) Desa Sungai Keramat dengan Jumlah Penduduk 236 Jiwa atau 905 KK adalah
berasal dari sebagian penduduk Desa Teluk Tigo vang ecakupan wilayahnya
terdin atas ;

- Dusun Sungai Keramat.
(2) Desa Sunga Keramat mempunyai batas-batas :
a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Teluk Tigo;
b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Temenggung;
c. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Pemuncak;
d. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Teluk Tigo.



(3) Cakupan dan batas wilayah Desa Sungai Keramat digambarkan dalam peta
sebagaimana tercantum dalam lampiran | yang merupakan bagian vang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Dengan terbentuknya Desa Sungai Keramat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
45, wilayah Desa Teluk Tigo dikurangi wilayah Desa Sungai Keramat scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 46.

Pasal 47

Penegasan batas wilayah Desa Sungai Keramat secara pasti di lapangan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), ditetapkan oleh Bupati paling lama
1 (satu) tahun sejak diresmikannya Desa Sungai Keramat,

BAB IV
PEMERINTAHAN DESA
Bagan Kesatu

Kewenangan Pemerintahan Desa
Pasal 48

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan beberapa desa yang dibentuk

dengan Peraturan Daerah ini mencakup :

a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan asal usul desa;

b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang
diserahkan pengaturannya kepada desa;

c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah
kabupaten /kota; dan

d. Urusan pemerintahan lainnya yang olech peraturan perundang-undangan
diserahkan kepada desa.

Bagian Kedua
Peresmian dan Penjabat Kepala Desa
Pasal 49

Peresmian beberapa Desa yang dibentuk dengan peraturan daerah ini serta
pelantikan Kepala Desa dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling
lama 6 (cnam) bulan setelah peraturan daerah ini diundangkan.
Bagian Ketiga
Pemerintahan Desa
Pasal 50

(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di desa yang baru dibentuk
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dipilih dan disahkan seorang Kepala
Desa dengan peraturan perundang-undangan yang paling lama 2 (dua) tahun
sejak terbentuknya desa.

(2) Sebelum Kepala Desa defenitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih,
untuk pertama kalinya diangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 dengan masa jabatan paling lama & (enam) bulan,

(3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah camat
dan/fatau staf camat yang ditunjuk oleh Bupati.

(4) Bupati dapat mengangkat kembali Penjabat Kepala Desa atau menunjuk
penjabat lain sebagai penggantinya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya
apabila dalam waktu 6 (enam) bulan belum terpilih dan dilantiknya Kepala Desa
defenitif.



() Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitas terhadap
kinerja Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan
pemilihan Kepala Desa.

Pasal 51

Pembiayaan pertama kali dalam melaksanakan pemilihan kepala desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Pasal 52

(1) Untuk menyclenggarakan pemerintahan di desa, dibentuk perangkat desa yang
meliputi sekretariat desa dan perangkat desa lainnya sesuai dengan peraturan
daerah yang berlaku.

(2) Perangkat desa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh
Penjabat Kepala Desa paling lama 6 {enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

Bagian Keempat
Badan Permusyawaratan Desa
Pasal 53

(1} Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dilakukan sesuai dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Badan Permusyawaratan Desa serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABV
PENDAPATAN DAN ALOKASI DANA
Pa=sal 54

(1) Desa yang baru dibentuk dengan Peraturan Daerah ini sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 berhak memperoleh dana bagi hasil pajak daerah dan
bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan dacrah yang diterima
kabupaten yang merupakan alokasi dana desa.

(2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah
daerah mengalokasikan dana untuk prasarana pemerintahan desa sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

Penjabat Kepala Desa berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan desa
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V1
PEMBINAAAN DAN EVALUASI
Pasal 56

(1) Pemerintahan daerah melalui kecamatan melakukan pembinaan dan fasilitasi
secara khusus terhadap desa yang baru dibentuk dalam 3 (tiga) tahun sejak

(2) Pemenintah daerah melakukan evaluasi dan kajian terhadap penyelenggaraan
pemerintahan desa setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.

(3) Hasil evaluasi dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dijadikan
acuan olch Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan lebih lanjut
sesual dengan peraturan perundang-undangan.



BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal o7

Sebelum Pemerintah Desa yang baru dibentuk menetapkan Peraturan Desa dan
Peraturan Kepala Desa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, semua
Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang lama sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh
Pemerintah Desa yang baru dibentulk.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Eabupaten
Sarolangun.

Ditetapkan di  Sarolangun
FlMer 2012

Diundangkan di Sarclangun
pada tanggal 3] Me) 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

MUHAMAD BASYARI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2012 NOMOR 13



BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 57

Sebelum Pemerintah Desa yang baru dibentuk menetapkan Peraturan Desa dan
Peraturan Kepala Desa sebagai pelaksanaan dan Peraturan Daerah ini, semua
Peratauran Desa dan Peraturan Kepala Desa yang lama sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan dilaksanakan olch
Pemerintah Desa yang baru dibentuk.

BAEB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalamm Lembaran Daerah Kabupaten
Sarolangun.

Ditetapkan di = Sarolangun
pada tanggal 3/-Mer 2012

Diundangkan di  Sarglangun
pada tanggal 31 May 2012

SEERETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

M B ARI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2012 NOMOR /3



PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR jz TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA GURUN BARU, DESA KUTE JAYE, DESA MANDIANGIN
PASAR, DESA SUNGAI ROTAN, DESA SUKA MAJU, DESA JERNANG BARL, DESA
MERANTI JAYA DAN DESA JATI KECAMATAN MANDIANGIN, DESA BUKIT TALANG
MAS, DESA BUKIT BUMI RAYA, DESA ARGO SARI DAN DESA SENDANG SARI
KECAMATAN SINGKUT, DESA TEMALANG KECAMATAN LIMUN,
DESA BUKIT BERANTAI KECAMATAN BATANG ASAI DAN
DESA SUNGAI KERAMAT KECAMATAN CERMIN NAN GEDANG
DALAM KABUPATEN SAROLANGUN

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun
tentang Pembentukan desa-desa dalam Kabupaten Sarolangun. Peraturan Daerah
ini adalah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Khususnya Pasal 200 ayat (2] berbunyi Pembentukan,
Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa dengan memperhatikan asal-usulnya
atas prakarsa masyarakat.

Bahwa pembentukan desa-desa dalam Kabupaten Sarolangun bertujuan
untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara
berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai
dengan tingkat perkembangan, kemajuan terhadap desa yang kondisi masyarakat
dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan, maka dapat diadakan
pembentukan desa-desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas
Pasal 2 Cukup jelas
Pasal 3 Cukup jelas
Pasal 4 Cukup jelas
Pasal 5 Cukup jelas
Pasal 6 Cukup jelas
Pasal 7 Cukup jelas
Pasal B Cukup jelas
Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas
Pasal 11 Cukup jelas
Pasal 12 Cukup jelas
Pasal 13 Cukup jelas
Pasal 14 Cukup jelas
Pasal 15 Cukup jelas
Pasal 16 Cukup jelas
Pasal 17 Cukup jelas
Pasal 18 Cukup jelas
Pasal 19  Cukup jelas
Pasal 20 Cukup jelas
Pasal 21 Cukup jelas
Pasal 22 Cukup jelas
Pasal 23 Cukup jelas
Pasal 24 Cukup jelas



Pasal 25 Cukup jelas
Pasal 26 Cukup jelas
Pasal 27 Cukup jelas
Pasal 28 Cukup jelas
Pasal 29 Cukup jelas
Pasal 30 Cukup jelas
Pasal 31 Cukup jelas
Pasal 32 Cukup jelas
Pasal 33 Cukup jelas
Pasal 34 Cukup jelas
Pasal 35 Cukup jelas
Pasal 36 Cukup jelas
Pasal 37 Cukup jelas
Pasal 38 Cukup jelas
Pasal 39 Cukup jelas
Pasal 40 Cukup jelas
Pasal 41 Cukup jelas
Pasal 42 Cukup jelas
Pasal 43 Cukup jelas
Pasal 44  Cukup jelas
Pasal 45 Cukup jelas
Pasal 46 Cukup jelas
Pasal 47 Cukup jelas
Pasal 48 Cukup jelas
Pasal 49 Cukup jelas
Pasal 50 Cukup jelas
Pasal 51 Cukup jelas

Pasal 52 Cukup jelas
Pasal 53 Cukup jelas
Pasal 54 Cukup jelas
Pasal 55 Cukup jelas
Pasal 56 Cukup jelas
Pasal 57 Cukup jelas
Pasal 58 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2012
NOMOR (3
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